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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR |- TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK EARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG

SEDERAJAT

s DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :© a.
b.
Mengingat 2 1.
2,
3.

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB} di Kota Metro agar berjalan
secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuniabel, maka
terdapati hal-hal yang perlu ditinjau kembaly;

bahwa untuk melaksanakan sehagaimana dimaksud hurul
a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
atau Benluk Lain yang Sederajat;

Undang-Undang Nomor 12 Tabhun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati Il Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 5%, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5679);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenlang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Peomerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Qtandar Nasional Pendidikan (Lembaran Nogara Republik
[ndomesia Tahun 2005 Momor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Temerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peruhahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670j;

6. Peraturan Pemerintah Nomeor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 4864];

:,]

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 loniang
Pengeloiaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2010 Nomor 23,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana iclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peratursn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5157);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor J;

0. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun
2006 tentang DPembinaan Prestasi Peserta Didik yang
memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewas

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 9535);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Pertama, Sckolah Menengah Atas, Bekolah Menengah
Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
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Menctapkan

12. Peraturan Daerah Kota Mctro Nomor 08 Tahun 2012
tentang Penvelengparaan Pendidikan {Lembaran Daerah
Kota Melro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 09);

13. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
lenitang Pemerintah Dacrah (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Mctro Nomeor 24);

14. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 ientang
Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berila

Dacrah Kota Moo Tahun 2016 Nomor 31j;

MEMUTIUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAEK, SEKOLAH

ASAR SEXOLAY MENENGAH PERTAMA ATAY] BEWTUR
LAIN YANG SEDERAJAT.
BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah zdalah Keota Meiro.

2. Tuar Dacrah adalah Wilayah Luar Kota Metro.
3. Dinas adalah Dinas Pendidiken don Ecbudayasan Kota
Metro.

4. Kcepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Metro.

-_.'J'I

faman Kanak-kanalk, wyang selanjuinva disingkat TK,
adalah salah satu benluk satuan pendidikan anuk usia dim
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak berusia 4 (cmpat) lahun
sampai dengan 6 [enam) tahun.

6. Raudhatul Athial vang selanjuinya disingkat Ra, alau
Bustanul Alhfal, yang sclanjulnya disingkat BA, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada
ialur pendidikan [ormal yang menvelenggarakan program

pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak
hemisia 4 (empat) tabimnm sampai dengan 6 (enam) tahom.

7.  Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat 3D, adalah salah
salni bentuk satuan pendidikai formal  yang
menyvelenggurakan  pendidikan  umum  pada  jenjang
pendidikan dasar,

'?:l

Madrasah ibtidivah yang selanjuinya disingkat MI adaiah
satu bentuk satuan pendidikun formal dalam binaan
Menteri Agema yang menyclenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
Jdasar.
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9, Sekolah Mencngah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada ienjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 5D /MI, atau bentuk lain
yang scderajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diiloiti sama atau setara
SD/ ML

10. Madrasah Tsanawiyah vang selanjutnya disingkal MTs, adalah satu bentuk
satuan  pendidikan  formal dalam  binaan Menterli  Agamma  yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dialkal sama atan sctara SN /MT.

11. Jjazah adalah surat pernyataan resmi dan sah vang menyatakan bahwa
scorang peserta didik telah menyclesaikan suatu jenjsng pendidikan, dan
diberikan setelah dinyvatakan lulus Ujian.

12. Pendaftaran pescrta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk
mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan sckoiail/ madrasai.

13. Penerimaan peserta didilkk baru adalah penerimaan peserta didik pada TK dan
sckolah/ madrasah yang melaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

i4. Ujian Nasional SMP/MTs, yang selanjuinya disebut UN adalah kegialan
pengukuran dan penilaian pencapaian Standar kompetensi lulusan SMP,/MTs,
SMD sccara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.

15. Nilai sekolah/Madrasah/pendidikan kesctaraan yang selanjutnya disebut nilai
S /M/PK adalah nilai rapor atau rata-rata Nilai Sederajal Kompetensi (NDE).

16. Nilai akhir mata pelajaran yang selanjuinya disebut NA adalah nilai gabungan
antara nilai S/M/PK dan nila1 UN.

17. Pendidikan Tnklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang
memberikan kescmpatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan
dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimews untulk mengilot]

pendidikan atau permbelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnysa.

18 Penerimaan Peserta 1idik Baru (PPDB) Bina Lingkungan adalah Proses PPDB
yany dilakukan terhadap calon pescrta didik baru yang berdomisili di wilayah
selitar sckelah pada kehirshan di sckelah terschut.

19. Surat llasil Ujian Nasional (SHUN) adalah sural keterangan yang berisi nilal
S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara Nasional, Nilal UN
dan NA.

20. Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa
mencukupi kebutuhan dasar seperli makanan, pakalan, tempat berlindung,
pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru Bertujuan untuk menjamin penicrifaall pescrta
didik baru berjalan sccara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi
sehingga mendorong peningkalan akses layanan pendidikan.

Pasal 3
Pencrimaan Pescrta Didik Baru berasaskan @
a.  Ohyektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus
memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
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b. Transpuran artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
bersifaot terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat lermasuk orangtua
calon peserts didik;

c. Akuntabel arfinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakai baik prosedur maupun hasilnya;

d. Kompetitif arlinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalul
seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat S5D/MI
dan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SMF;

¢. Pemerataan artinya Calon Peserta Didik Baru diberikan kesempatan yang lebih
untuk dapar bersekolah pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal.

BAE 11
PENVEILENGGAPAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK EARU

Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pa=al 4

(1) Kegialann Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayvasn Kola Metro dengan memperhatikan kalender
pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, pendataan,
pendafiaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.

(2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia.
(3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan paniiia di tingkal Kota.

[4) Kepala Sekolah membentuk dan menctapkan panitia di ungkat sekolah.

Bagian Kedua
Pemilihan Sekolah

Pazal 5

Pemilihan Masuk SD dan SMP atau beniuk lain yang scderajat, seliap Calon Peserla
1Jidik Baru diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB II
EunTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 6
Kuota Calon Peseria Didik Baru yang mendaftar ke SMP di Kota Metro untuk

penduduk nar Kota Meiro mendapat kaota maksimal 10% (scpuluh peracn) kecuall
di daerah-daerah perbatasan diatur dengan Keputusan Kcpala Dinas, dengan di
prioritaskan yang mempunyai presiasi dan sesudl daya rampung masing-masing
SMP Negeri.

BAB IV
DAYA TAMPUNG SEKOLAH
Pasal 7

(1) DNaya tampung Peserra Didik Baru di satuan nendidikan haris memperhatikan
ketentiian berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (8PM), dan Standar
Nasional Pendidikan (SNP).

{2} Jumlah Peserta Didik setiap rambongan bclajar maksirmnal untuk SD/MI 28
(SNP), dan maksimal SMP/MTs 32 (SNP).
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(3)

a—
=t
T

(2)

Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Keputusan
Kepala Dinas.

BABV
DENDIDIZAN INKLUSI
Pasal 8
Kepads Calon  Peserta idik Baru penvandang disabilitus  [inklusy

mendapatkan prioritas bersckolah pada sckolah yang dekat dengan tempat
tinggal.

Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) melalui penilaian
(assessment] oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
Brava PENDAFTARAN
Pasal 9

A

Disva Registrasi Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Bary Online dibchankan kepada

AFRDN Koia Metro.

(1)

(2}

(3)

(1)

(2)

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 10

Perpindahan peseria didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/ kota,
antar kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsl. atau aniar provinsi
diluksanakan alas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sckolah
yang difuju.

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada
avat (1), maka Sekolah vang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok
Pendidikan (Dapodik).

Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dan avat (2]
wajib memenuhi ketentnan persyaratan PPDB, sistem bina linglungan dan
Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAE VIII
TATAC SELEKSI
Pasal 11
Penerimaun peserta didik baru dilaksanoken oleh TK dan sekolah dengan

memperhatikan kalender pendidikan melalul tahapan pemberitahuan kepada
masyarakat, pendaftaran dan pengumuman peserta didik baru yang diterima
serta pendaitaran ulang.

Seleksi masuk 8D, apabila pendaftar mclebihi kapasitas daya tampung maka,
pendaftar diselcksi berdasarkan wrutan :

a. Usia yang paling tus;
b. Jarak tempal tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik dengan sckolah
tujuan (dalam satu wilayah RT/RW, Kelurahan, Kecamatan).
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(3) Seleksi masuk SMP berdasarkan :
. Nilai Ujian Nasional/Ujian Sckolah yang tercantum pada SHUN:

b. Bina Lingkungan berdasarkan Zonasi (kewilayahan] tempat tinggal Orang
""ua Calon Peseria Didik Baru dengan kuota 20 % (dua puluh persen} sama
domisilinya dengan letak sckolah berada. Wilayah (zona diatur pada
Keputusan Kepala Dinas;

prestasi diatur pada Keputusan Kepala Dinas;

d. Calon Peserta Didik Baru dari keluarga ekonomi kurang mampu (kategori
miskin] dcngan kuota 20% dari daya tampung dengan Syartal
menunjukkan asli Kartu Perlindungan Sosial (KPS} / Karlu Keluarga
Harapan (KKH) dan berlokasi sesuai zonasi tcmpat linggal;

e. Bagi Calon Peserta Didik Baru sebagal anak kandung Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang akan bersckolah akan langsung  diterima
di sekoiah dimana pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bertugas
(satuan administrasi pangkal) dengan ketentuan nama orang tua di
ijazah /SHUN harus sama dengan yang tercantum di Kartu Keluarga.

(1) Apabila kuota yang ditentukan melalui jalur bina lingkungan dan kcluarga
kurang mampu diatas tidak terpennuhi maka dialihkan ke Jalur Reguler.

BAB IX
Waktu Pelak an
Pasal 12

wikin pelaksanaan penerimaan peserta didik boru bagi Taman Kanok kanal,
Sekolash Dasar (SD), SMP dan bentuk lain yang sederajat ditctapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

= A ATEF T
PFIRLT R RTE

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraluran Walikola ini diberikan sanksi dengan ketentuan
sebagai heriloat

a. Teguran teriuhs;
b. Penundaan atau pengurangan hak;
c. Pembebasan tugas; dan/alau
d. Pemberhentian sementara/tetap dan jabatan.
BAE Xi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1} Ketentnan dalam Pedoman ini dimaksudizan untuk ketertiban dan kelancaran
dalam penerimaan peserta didik basu.

Kepala Dinas.
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BAB X11
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro
Nomour 18 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Normor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro
Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 12) dicabut
dan dinyatakan tdak berlaku.

Pasal 16
Peraluran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS

V¥arkil WalKOtA ereerrerrrereai R o Ditetapkan di Metro
- i \% f Pada tanggal 15 JW"' 2017
e v SR AT e : ¥
LI S e e DJ WALIKOTA METRO,
- - r
E} Kepala Dagian R S *‘A%f 7 PR g
Kasubbag F‘“”ﬂu 5 m;

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro

Pada tanggal 19 [um 2017

SEERETARIS D KOTA METRO,
A. NASJR\A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...........



